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PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN
IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI DALAM KERANGKA PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan
Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015
tentang Kawasan Industri, serta ketentuan Pasal 88 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik, perlu mengatur ketentuan mengenai
pemberian izin usaha kawasan industri dan izin
perluasan kawasan industri dalam kerangka pelayanan
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

bahwa ketentuan mengenai pemberian Izin Usaha
Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan
Izin Perluasan Kawasan Industri sudah tidak sesuai lagi

dengan kebutuhan transparansi dan kemudahan proses
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Mengingat

layanan perizinan dan perkembangan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin
Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5806);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 29 Tahun
2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1509);
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Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN
IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI DALAM KERANGKA
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan
kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola
oleh Perusahaan Kawasan Industri.

2. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat
KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi
kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang
mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan
Industri.

4. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan
kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di
Indonesia.

5. Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat
dengan IUKI adalah izin yang diberikan untuk
melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan
Industri.

6. Perluasan Kawasan Industri yang selanjutnya disebut
dengan Perluasan Kawasan adalah penambahan luas
lahan Kawasan Industri dari luas lahan sebagaimana
tercantum dalam IUKI.

7. Izin Perluasan Kawasan Industri yang selanjutnya

disingkat dengan IPKI adalah izin yang diberikan kepada
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Perusahaan Kawasan Industri untuk melakukan
Perluasan Kawasan serta pengembangan dan pengelolaan
Kawasan Industri.

Satu Hamparan adalah satu bentangan lahan lokasi
pelaksanaan kegiatan usaha Kawasan Industri, yang
dimungkinkan dapat dipisahkan oleh suatu pemisah
sepanjang terdapat akses penghubung khusus untuk
Kawasan Industri yang bersangkutan.

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk
persetujuan yang dituangkan dalam bentuk
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau
Komitmen.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau
Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS
adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku
Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga
pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman
modal.

Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non
perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang tertentu.

Pendaftaran adalah pendaftaran wusaha dan/atau
kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.

Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk
memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin
Komersial atau Operasional.

Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga
OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha

melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha
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dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan
komersial atau  operasional dengan = memenuhi
persyaratan dan/atau Komitmen.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan
pendaftaran.

Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya
disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme
kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber
daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak,
serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama
lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan,
penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data
dan/atau informasi industri.

Akun Sistem Informasi Industri Nasional yang
selanjutnya disebut Akun SIINas adalah akun yang
digunakan untuk dapat mengakses SIINas.

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku
Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk
usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai
izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah
tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada
Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
Standar Kawasan Industri adalah kriteria minimal dalam
aspek infrastruktur, aspek pengelolaan lingkungan, serta
aspek manajemen dan layanan yang harus dipenuhi oleh
Perusahaan Kawasan Industri.

Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang
ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang
mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan

Industri, perusahaan pengelola Kawasan Industri, dan
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